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Foreword

Praise and gratitude for the presence of Allah SWT, Almighty God who continues to pour out
His grace and gifts to us all, and with His permission the International Seminar on Contemporary
Islamic Issues (ISCII) in 2019 with the theme "Contemporary Issues on Religion and

Multiculturalism", can be accomplished well.

This seminar was conducted to give the opportunity for the lecturers, researches, and also
students from various intellectual background, presenting their perspectives about contemporary issues
that happened recently in Indonesia, related to many aspects of life. Hopefully, it would bring out some

unique and fresh ideas about how to respond and deal with many issues and problems in the society.

This was the 2nd International Seminar on Contemporary Islamic Issues (ISCII) held by IAIN
Manado, and should be continued in the future as the commitment and responsibility toward the
academic development. The wisdom was born from the willingness to learn from the others. This
seminar was giving the chances for learning more about the people and society from many different

perspective, enriching the insight, and communicating with more new collegues.

Finally, we would like to thank the rector of the Institut Agama Islam Negeri Manado, Keynote
Speakers, Participants and Committees who have endeavored to make this International Seminar a

success. May Allah SWT, God Almighty give His mercy for all our good endeavors.

Manado, 9 December 2019
General Chair

Dr. Salma, M. HI.

NIP. 196905041994032003



KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Sudah menjadi pemahaman bersama, bahwa dalam membangun daerah yang beragam dari aspek
suku, agama, ras, etnik, bahasa, tradisi, dan sebagainya harus mengarahkan pembangunan sesuai dengan
karakteristik daerah itu sendiri. Fenomena menyusutnya tatanan nilai bangsa, termasuk terkoyaknya
hohesivitas sosial akhir-akhir ini melanda bangsa Indonesia, diperlukan arah pembangunan dalam arah
sosiokultural-religius dengan memanfaatkan segala keunggulan (strenght) atau potensi yang dimiliki
sebagai sumber daya utama dalam mewujudkan tatanan masyarakat aman dan damai serta saling

menghargai satu dengan lainnya.

Sejarah peradaban manusia membuktikan bahwa para ilmuwan dikenal orang, antara lain karena
tulisan-tulisannya. Oleh karena itu, kampus seharusnya menjadi wadah yang tepat untuk mendorong
dan menciptakan karya tulis. International Seminar on Contemporary Islamic Issues yang dilaksanakan
oleh IAIN Manado diharapkan mampu menjadi wadah yang tepat untuk meningkatkan gairah keilmuan,
khususnya pembahasan mengenai isu-isu kontemporer seputar agama dan multikulturalisme. Sehubungan
dengan itu, saya menyambut baik penerbitan prosiding International Seminar on Contemporary Islamic
Issues yang bertemakan “Contemporary issues on religion and multiculturalism” ini diharapkan mampu
menjadi suatu masukan yang konstruktif-evaluatif bagi para pemangku kepentingan. Karya ini semoga
bermanfaat dalam pengembangan wawasan multikulturalisme di Indonesia. Selain itu, prosiding ini dapat
memperkaya literatur dalam kajian wawasan multikulturalisme dari berbagai sudut pandang, serta dapat
menjadi bahasa pemetaan bagi segenap stakeholder dalam perumusan kebijakan yang terkait dengan
wajah Islam yang moderat (wasatiyah).

Saya berharap bahwa terbitnya prosiding ini bukanlah merupakan publikasi pertama dan terakhir
bagi para penulisnya, tetapi akan terbit publikasi buku-buku lain untuk menyemarakan budaya menulis.
Selain itu, terbitnya prosiding ini diharapkan dapat menyemangati ilmuan lain untuk menulis dan
mempublikasikan tulisannya. Semoga buku ini dapat menarik perhatian pada cendekiawan, pemikir,
peneliti, peminat, dan masyarakat umum. Harapan kita agar penerbitan prosiding ini benar-benar

merupakan sumbangan kepada masyarakat Indonesia yang haus akan bacaan yang bermanfaat.
Terima kasih

Wasslamu alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,

Manado, Desember 2019

Rektor,
/

Delmus [Salim Puneri
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POLITIK DAN AGAMA DALAM PEMILIHAN PRESIDEN
DAN WAKIL PRESIDEN SERTA CALON LEGISLATIF 2019
SERENTAK DI SUMATERA BARAT

Delmus Puneri Salim Ph. D.

Abstrak

Paper ini menganalisa informasi dan pandangan masyarakat terhadap pemilihan presiden dan wakil
presiden serta calon legislative serentak 2019 sebelum dan sesudah pemilu tersebut melalui wawancara,
observasi dan analisa dokumen media di Sumatera Barat yang merefleksikan kata-kata dan wacana yang
diasosiakan dengan politik agama atau promosi agama dan penggunaan kepercayaan dan agama dalam
mencapai tujuan politik tertentu serta pengaruhnya terhadap hasil pemilu tersebut.

Analisis data kualitatif terhadap penggunaan dan makna kata agama, kekhawatiran, dan politik sebelum
dan sesudah pemilihan umum serentak 2019 menunjukkan hubungan politik dan agama saat ini
sangat dekat. Ada peningkatan yang signifikan dalam keterlibatan lembaga agama dalam berwacana
dan berkegiatan politik, dan Islam sering diasosiasikan dalam wacana tersebut sebagai korban dalam
berpolitik.

LATAR BELAKANG

Dalam satu dekade belakangan ini, politik dan agama menjadi isu sentral dalam kegiatan politik
demokrasi di Indonesia. Bentuk kegiatan politik yang diasosiakan dengan agama mulai dari memberikan
rekomendasi secara langsung kepada salah satu calon presiden atau wakil presiden, menginterpretasikan
sumber ajaran agama untuk menguntungkan salah satu calon, mengedepankan identitas agama salah

satu calon, merendahkan status keagamaan salah satu calon dengan wacana-wacana agama dan lain-lain.

Bentuk kegiatan politik agama tersebut bermunculan karena terdapat perbedaan pendapat tentang
hubungan agama dan politik demokrasi di Indonesia. Ada yang berpendapat pemanfaatan agama untuk
kepentingan politik, atau untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan, disebut oleh sebagian
sebagai politisasi agama dan tidak dibolehkan. Ada juga yang berpendapat bahwa agama dan politik
tidak dapat dipisahkan dan agama harus menginspirasi kegiatan politik demokrasi yang berkembang
saat ini. Kegiatan politik ini disebut sebagian orang dengan politik agama dan dibolehkan. Ada juga yang
berpendapat bahwa agama harus dipisahkan sama sekali dari politik. Kegiatan politik adalah kegiatan
duniawi yang tidak bias dicampuradukkan dengan kegiatan transendental. Pemikira politik ini disebut

dengan apolitikal agama dan atau sekularisasi.

Keberagaman pendapat tentang politik dan agama ini membuat kegiatan politik dan agama
berkembang secara bebas. Politisasi agama adakalanya dibenarkan dan politik agama adakalanya dilarang
serta apolitikal agama bias saja ditolak sama sekali.

Paper ini melihat kegiatan politik yang dikaitkan dengan agama baik dalam bentuk politisasi agama,

politik agama dan atau apolitical agama sebelum dan sesudah pemilihan presiden dan wakil presiden
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serta calon legislative serentak 2019 di Sumatera Barat. Paper ini memetakan kegiatan-kegiatan politik
yang masuk dalam kategori politisasi agama, politik agama dan apolitikal agama. Paper ini juga melihat
motivasi dan alasan serta strategi kegiatan politik yang diasosiakan dengan agama ini dalam pemilihan
umum demokrasi tersebut. Terakhir paper ini melihat pengaruh kegiatan politik dana agama dalam
segala bentuk tersebut dengan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden serta calon legislative 2019

di Sumatera Barat.

Rumusan masalah dalam paper ini adalah 1) Apa wacana yang diasosiakan dengan agama pada
pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Calon Legislatif serentak 2019 di Sumatera Barat 2)
Bagaimana pengaruh wacana tersebut terhadap hasil pemilihan presiden dan wakil presiden serta calon
legislatif 2019 di Sumatera Barat.

Paper ini bertujuan untuk melihat wacana politik yang masuk dalam kategori politisasi agama, politik
agama dan apolitikal agama. Paper ini juga akan melihat pengaruh wacana politik dan agama tersebut

terhadap hasil pemilihan presiden dan wakil presiden serta calon legislative 2019 di Sumatera Barat.

Hasil paper ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi lembaga penyelenggara pemilu
dan lembaga pemerintah baik di tingkat nasional maupun daerah untuk menetapkan aturan tentang
politisasi agama, politik agama dan apolitikal agama. Hasil paper ini berkaitan erat dengan kegiatan-
kegiatan politik dan agama yang sering disalah pahami dan salah gunakan. Lebih dari itu, paper ini akan
menjadi referensi kebijakan bagi lembaga agama dalam merespon kegiatan politik yang diasosiakan
dengan agama. Hasil paper ini akan menjadi referensi bagi disiplin ilmu politik dan agama. Pada akhirnya,
paper ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang mencegah politisasi agama,

mendorong politik agama dan memposisikan apolitikal agama di Indonesia dengan lebih tepat.
TINJAUAN PUSTAKA

Paper yang memetakan posisi agama dalam kegiatan politik secara menyeluruh tidak banyak. Para
sarjana sering fokus pada satu posisi agama dalam kegiatan politik baik politisasi agama, politik agama,
maupun apolitikal agama. Paper yang menganalisa politisasi agama di Indonesia secara khusus sudah
banyak dilakukan. Dengan menganalisa munculnya peraturan bernuansa Islam di daerah-daerah, Robin
Bush (2008) berpendapat bahwa peraturan daerah syariah tersebut bermunculan salah satunya sebagai
cara untuk menggangu pelaksanaan pemerintahan yang baik (good governance). Dia menunjukkan kasus-
kasus korupsi yang menimpa banyak kepala daerah yang mendukung perda syariah, terutama dalam
proyek pembangunan Islamic Center. Melissa Crouch (2009) menjelaskan bahwa peraturan syariah dibuat
oleh kepala daerah untuk mempertahankan kekuasaan dan menjaga suara dari pemilih Muslim mayoritas.
Pendekatan yang sama dilakukan oleh Delmus Puneri Salim (2015). Dia berpendapat bahwa peraturan
bernuansa Islam di Sumatera Barat membantu pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalan
sosial secara mudah. Muatan peraturan tersebut menjelaskan bahwa persoalan sosial yang muncul di
masyarakat disebabkan oleh prilaku warga negaranya sendiri dan solusinya adalah dengan perubahan
prilaku warga negara tersebut. Ismatu Ropi (2017) menilai peraturan bernuansa Islam menunjukkan
adanya kekuasaan tersembunyi (Discretionary power) dalam pemerintah untuk mengontrol kehidupan
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beragama di Indonesia. Para sarjana di atas meneliti politisasi agama yang dilakukan oleh kepala daerah

dalam mempertahankan kekuasaan di pemerintahan.

Paper yang menekankan relasi politik dan agama yang tidak bisa dipisahkan dan saling mempengaruhi
juga beragam. Relasi politik dan agama dalam bentuk ini yang digunakan dalam paper ini bukan relasi
politik dan agama dalam bentuk sistem pemerintahan Islam seperti negara Islam atau khilafah tetapi
relasi agama dalam politik demokrasi Indonesia saat ini. Kategori inilah yang disebut politik agama.
Partai-partai politik berazaskan Islam sering menekankan politik sebagai sarana untuk berdakwah. Bagi
mereka, politik bertujuan agar umat beragama dapat menjalankan agamanya dengan baik dan selamat
dunia akhirat.

Politik agama bagi sarjana lain merupakan penerapan nilai-nilai dan prinsip-prinsip politik
agama dalam politik demokrasi Indonesia. Boedi Abdullah (2012: 7) berpendapat bahwa politik yang
menerapkan nilai-nilai agama bertujuan untuk mencapai kemaslahatan, kepemimpinan dan pengelolaan
negara melalui prinsip keadilan, kemakmuran bersama, dan keseimbangan sosial. Ayi Sofyan (2012: 5)
berpendapat bahwa politik adalah bagian dari ibadah dan oleh karena itu politik harus dilaksanakan sesuai
dengan prinsip-prinsip ibadah (niat dan prilaku tidak ternoda atau suci) dan dengan saling menghormati,

saling menghargai dan tidak memaksakan pendapat sendiri.

Kelompok sarjana terakhir menganggap bahwa agama harus dipisahkan dari politik (apolitikal Islam).
Nurcholis Madjid (1987) menekankan perlunya sekularisasi kegiatan politik untuk menyelamat agama
dari kepentingan politik di Indonesia. Menurut beliau, kegiatan politik bersifat temporal dan sebaliknya
agama bersifat transenden dan harus dipisahkan. Dengan pola pemikiran yang sama, Abdurrahman
Wabhid (2001) berpendapat bahwa pemerintahan harus dikelola secara rasional dan sekuler. Beliau tidak
menginginkan agama yang cenderung tidak inklusif dan terbuka ketika menyatu dengan politik praktis.

Paper yang memetakan politik dan agama secara lebih lengkap adalah Luthfi Assyaukanie. Namun
beliau (2009) memetakan hanya pemikiran politik dari tokoh Muslim Indonesia. Ia mengedepankan
tiga model pemikiran politik Islam Indonesia. Model pertama adalah Negara Islam Demokrasi yang
diwakili oleh pemikiran Mohammad Natsir dan Zainal Abidin Ahmad. Model kedua adalah Negara
Agama Demokrasi diwakili oleh Amin Rais dan model ketiga adalah Negara Demokrasi Liberal yang
didukung oleh Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid. Paper ini akan memetakan kegiatan politik
komunitas agama pada pemilu demokratis, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Calon Legislatif
Serentak tahun 2019 di Indonesia

POLITIK DAN AGAMA

Ada beberapa istilah yang berkaitan dengan politik dan Islam, yaitu Islam politis, Islamisme dan
politik Islam. Istilah Islam politis terutama mengacu pada sebuah reformasi terhadap institusi-institusi dan
sistem politik sementara Islamisme pada umumnya terkait dengan pergerakan sosial yang ambil bagian
dalam demokrasi. Dan politik Islam umumnya dinyatakan dalam istilah keislaman seperti jihad, siyasah

dan syura dalam reformasi politik. Akan tetapi, istilah-istilah ini saling terkait dan sering dipertukarkan.



PROSIDING: INTERNATIONAL SEMINAR ON CONTEMPORARY ISLAMIC ISSUES
Contemporary Issues on Religion and Multiculturalism

Selama beberapa dekade terakhir, politik Islam telah menjadi titik referensi utama untuk berbagai
kegiatan politis, gerakan penentang dan oposisi. Di negara-negara demokratis Islam, beberapa kelompok
menolak identitas politik berdasarkan pada afiliasi keagamaan sementara kelompok lainnya mendesak
agar pemeluk agama harus memilih dalam pemilihan umum sesuai dengan keyakinan mereka sendiri.
Beberapa pihak menuduh politisi Muslim kontemporer menggunakan agama untuk meraih tujuan
politiknya. Di Eropa, banyak kaum Muslim warga negara setempat mengadakan advokasi untuk
mengakomodasi keyakinan dan praktek keagamaan di tempat-tempat umum.

Ruang lingkup politik Islam sangat luas. Hal ini karena Islam sebagai salah satu agama utama
dunia telah ada sejak berabad-abad yang lalu. Islam telah diikuti oleh hampir semua wilayah dalam
masyarakat dunia saat ini. Kaum Muslim hidup di negara-negara Islam dan Barat sebagai mayoritas dan
minoritas. Dalam masyarakat ini, Nabi Muhammad dianggap sebagai panutan agama sekaligus pemimpin
politik dan para penerusnya di masa-masa awal kemudian mengambil alih wewenang dalam komunitas
Muslim. Akan tetapi, tidak ada kesepakatan yang jelas mengenai bentuk institusi politik Islam yang ideal,
meskipun secara konsisten disepakati bahwa prinsip dan nilai-nilai agama harus menjadi intinya.

Sebagian ilmuan telah mendefinisikan Islam politis sebagai sebuah rumusan Islam bagi konsep
negara dan masyarakat (Mumtaz, 1993; Esposito, 1998; Denoeux, 2002; Fuller, 2003; Knudsen, 2003;
Tibi, 2008; Mulkan, 2009; Kholil, 2009; Meijer, 2009; Soage, 2009; Suntana, 2010; Warner, 2011; Sofyan.
2012; Armajani, 2012; Situmorang. 2012; Mandaville, 2014; Rohac, 2014; Salim, 2015; Schirrmacher,
2016). Ilmuan tersebut, akan tetapi, berfokus pada beragam sisi Islam politis. Beberapa ilmuan prihatin
tentang Islam politis di negara-negara Barat (Tibi, 2008, 2014; Warner, 2011; and Schirrmacher, 2016).
Tibi berdalih bahwa kaum Muslim berjuang menerapkan nilai-nilai Islam di negara Barat sementara
Warner bersikeras bahwa penerapan hukum Islam di negara-negara Barat harus ditentang karena bertolak
belakang dengan nilai-nilai Barat. Schirrmacher percaya bahwa gerakan-gerakan Islam tertentu telah
melakukan pendekatan-pendekatan di Eropa dalam rangka mempromosikan penerapan masyarakat
Islam. Para ilmuan ini memandang Islam politis sebagai penerapan praktek-praktek islam di arena publik
di negara-negara Barat.

Ilmuan lainnya berfokus pada Islam politis di negara-negara Islam (Mumtaz, 1993; Esposito,1998;
Mulkhan, 2009; Suntana, 2010; Sofyan, 2012; Armajani, 2012; Situmorang, 2012; Tibi, 2014; Salim,
2015, 2016a,2016b, 2017, 2018; Soage, 2009; Denoeux, 2002; Fuller, 2003; Rohac, 2014; Knudsen,
2003; Mandaville, 2014;). Menurut Denoeux (2002), Islam politis adalah sebuah bentuk instrumentalisasi
ajaran Islam oleh perorangan, kelompok dan organisasi yang mengejar tujuan politik dengan meminjam
konsep-konsep dari tradisi Islam. Fuller (2003) mendefinisikan Islam politis sebagai cara mengatur politik
dan masyarakat dalam dunia Muslim kontemporer dan menerapkannya dengan cara tertentu berdasarkan
keyakinan Islam. Knudsen (2003) memandang Islam politis sebagai ungkapan politis yang sahih yang
mampu menunjang bukan hanya aspirasi kelompok masyarakat miskin, tetapi juga kelompok menengah.
Soage (2009) berpendapat bahwa Islam politis adalah penerapan alamiah Islam sebagai sebuah bentuk
pemerintahan sekaligus sebagai reaksi terhadap tantangan westernisasi dalam dunia Islam. Meijer (2009)
mengungkapkan bahwa kemunculan organisasi-organisasi gerakan politis dalam dunia Islam berupaya
menggantikan institusi-institusi politis yang ada. Armajani (2012) menunjukkan bahwa ideologi politik
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berada di belakang pergerakan Islam di negara-negara Islam. Rohac (2014) berpendapat bahwa Islam
politis dan sebuah pergerkan Islam yang menjalankan pelayanan sosial untuk masyarakat dan meraih
dukungan dalam aktivitas politik sebagai balasannya. Para ilmuan ini memperlihatkan Islam politis
dalam negara-negara Islam sebagai pergerakan melawan pemerintah, alasan ideologis dibalik pergerakan

tersebut dan hubungan saling membutuhkan antara pergerakan Islam dan masyarakat.

Beberapa ilmuan mengkritisi penerapan konsep Islam politis ini di dunia Islam. Mumtaz (1993)
berpendapat bahwa Islam politis di banyak tingkatan tidak diimpementasikan di negara-negara Islam. Dia
menunjukkan bahwa syuro (konsultasi) bersama dengan rakyat sebagai prinsip utama etika Islam politis
diabaikan dalam pemilihan pemimpin. Demikian juga, Sofyan (2012) mengatakan bahwa Islam politis
lebih mengutamakan pragmatisme ketimbang etika dalam rangka meraih dan mempertahankan kekuasaan
dan banyak diterapkan di negara-negara Islam. Meskipun Situmorang (2012) mengemukakan tujuan dan
prinsip Islam politis yang digunakan adalah untuk mencapai tujuan bersama melalui kesetaraan dan
keadilan sosial. Lebih jauh, Roy (1996) berpendapat bahwa Islam politis yang mengutamakan kebajikan
dan kesalehan telah mengalami kegagalan di negara-negara Islam.

Beralih dari gerakan sosial kepada gerakan politik dan dari kekerasan kepada reakan politik tanpa
kekerasan adalah kunci sukses Islam politis di negara Islam sebagaimana yang ditunjukan oleh beberapa
ilmuan. Tibi (2014) memperlihatkan perubahan-perubahan bentuk pergerakan Islam oleh kelompok-
kelompok Islam dari kekerasan ke bentuk partisipasi dalam institusi-institusi politik di negara-negara
Islam. Schirrmacher (2016) berpendapat bahwa pendirian bentuk kelembagaan pertama Islam politis,
Persaudaraan Muslim sebagai sebuah gerakan Islam yang non-kekerasan berupaya berupaya secara

damai menebarkan pengaruh politik dan sosial di negara-negara dunia.

Beberapa ilmuan juga memperlihatkan manfaat Islam politik di dunia Islam. Kholil (2009)
menunjukkan kesepakatan partai-partai politik non agamis dengan kelompok-kelompok Islam dengan
melibatkan para pemimpin Muslim dalam dewan-dewan partai, mendorong kaum Muslim menerima
ideologi nasional ketimbang ideologi Islam, dan menawarkan Islam substansial ketimbang Islam
formalitas dalam negara. Mulkhan (2009) meyakini bahwa tujuan bersama Islam politis adalah untuk
memberi manfaat bagi seluruh umat manusia termasuk para non-Muslim dan atheis. Salim (2015)
memperlihatkan wujud Islam politis melalui peraturan-peraturan pemerintah dan bagaimana dampaknya
terhadap pemerintahan. Salim (2016) lebih jauh lagi memperlihatkan wacana dibalik implementasi

hukum Islam dalam pemerintahan menguntungkan pemerintah dan politisi.

Para ilmuan lainnya telah memperlihatkan keragaman Islam politis. Esposito (1998) meyakini
bahwa tidak mungkin meyakini satu teori tunggal Islam politis setelah dia meneliti rumusan dan praktek
Islam bagi negara dan masyarakat di banyak negara Islam. Dia menemukan Islam politis mulai dari
wahyu, hukum, situasi politik saat ini dan sejarah (baik yang nyata maupun yang ideal). Suntana (2010)
memperlihatkan beragam bentuk Islam politis baik dari kerangka teoritis hingga pemikiran politis di
antara para pemikir Muslim. Mandaville (2014) berpendapat bahwa Islam politis sebagai wujud ganda
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Islam untuk negara dan masyarakat oleh pergerakan Islami yang kompleks dan berbeda-beda atas nama

Islam.

POLITIK DAN AGAMA DALAM PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA
CALON LEGISLATIF SERENTAK 2019 DI SUMATERA BARAT

SUMATERA BARAT

Sumatera Barat adalah provinsi dengan mayoritas Muslim di Indonesia. Provinsi ini terdiri dari 11
Kabupaten dan 7 kota. Dengan penduduk sekitar 4.5 juta jiwa, mayoritas suku pdi provinsi ini adalah
Minangkabau. Budaya suku Minangkabau adalah matrilineal dimana tanah dan rumah diwariskan dari
ibu kepada anak perempuan. Laki-laki Minang di sisi lain terkenal dengan budaya merantau, kebiasaan
yang mendorong keterbukaan dalam bertukar pikiran ide dan dinamika social bagi kalangan laki-laki
di Sumatera Barat. Secara geografis, Sumatera Barat didominasi gugusan bukit barisan yang menjadi
pembatas dengan budaya pesisir dengan budaya pedalaman. Daerah tinggi Sumatera Barat disebut darek
yang berarti darat yang terpusat di kampung Pariangan kabupaten Tanah datar dan dianggap sebagai akar
dari Minangkabau.

WACANA POLITIK DAN AGAMA DI SUMATERA BARAT

Momentum demokratisasi pada tahun 1998 ditangkap dengan berbagai perubahan dalam dunia politik
Indonesia. Paling dominan adalah tuntutan adanya distribusi (pemencaran) power yang sebelumnya
tersentral pada Presiden. Pemencaran dilakukan pada dua level, horizontal dan vertikal. Untuk mendukung
hal tersebut, diterbitkan berbagai regulasi melalui undang-undang maupun amandemen terhadap Undang-
Undang Dasar 1945 yang terjadi hingga empat kali.

Pemencaran horizontal dilakukan dengan memperkuat lembaga-lembaga negara di luar Presiden dan
kabinet yang dapat melakukan kontrol terhadap kinerja Pemerintah. Bahkan pada Tahun 2001 setelah
melalui beberapa penggunaan hak DPR, MPR memutuskan untuk melakukan pemberhentian terhadap
Presiden Abdurrahman Wahid. Disamping itu, pemencaran vertikal dilakukan dengan pemberlakuan
otonomi daerah yang membuat berbagai wewenang yang selama ini menjadi otoritas pemerintah pusat

dikelola secara otonom oleh pemerintah daerah.

Berbagai perubahan tersebut membuat sistem politik Indonesia mengalami perbedaan yang
signifikan dibandingkan sebelumnya. Beragam segregasi kepentingan dalam masyarakat diberi ruang
untuk diartikulasikan melalui berbagai saluran, salah satunya melalui jalur formal dengan membentuk
partai politik. Partaipartai politik baru diijinkan dan diberi kemudahan untuk muncul sehingga membuat
jumlah partai yang sejak lima periode pemilihan umum (Pemilu) sebelumnya konstan berjumlah tiga,
bertambah hingga 48 partai pada Pemilu Tahun 1999, dan terus berubah pada Pemilu-Pemilu selanjutnya.
Banyaknya jumlah partai politik yang ada di parlemen dianggap cukup menyita energi pemerintah untuk
permasalahan politik sehingga berdampak pada kinerja.
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Implikasinya, pada Pemilu 2009 terdapat gagasan untuk membatasi jumlah Partai Politik di Parlemen
dengan memberlakukan parliamantary treshold (PT). Berdasarkan Pasal 22 UndangUndang Nomor 10
Tahun 2008, ambang batas parlemen ditetapkan sebesar 2,5 persen dari jumlah suara sah secara nasional
dan hanya diterapkan dalam penentuan perolehan kursi DPR dan tidak berlaku untuk DPRD Provinsi
atau DPRD Kabupaten/Kota. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, ambang batas parlemen
ditetapkan sebesar 3,5 persen dan berlaku nasional untuk semua anggota DPR dan DPRD. Setelah
digugat oleh 14 partai politik, Mahkamah Konstitusi kemudian menetapkan ambang batas 3,5 persen
tersebut hanya berlaku untuk DPR dan ditiadakan untuk DPRD.

Aspek penting lain adalah perubahan kultur politik yang semakin terbuka. Pers menjadi sangat
leluasa melakukan kritik atas kebijakan-kebijakan Pemerintah. Demikian juga dengan dibukanya ruang
partisipasi bagi civil society. OrganisasiOrganisasi masyarakat banyak muncul sebagai representasi
kepentingan masyarakat yang beragam. Kebebasan untuk mengekspresikan diri, berpendapat, dan

berpolitik dijamin oleh berbagai aturan.

Salah satu gejala yang juga marak muncul adalah adanya tuntutan terhadap representasi perempuan
dalam politik. Perempuan telah berpuluh tahun mengalami domestifikasi dengan justifikasi formal maupun
kultural, sehingga perlu dilakukan upaya afirmasi untuk percepatan kesetaraan dalam jabatanjabatan
publik. Bahkan mulai Pemilu tahun 2009, ketentuan akan kuota minimal 30 persen perempuan dalam
daftar Caleg dan sistem zipper (harus ada setidaknya satu calon perempuan dalam setiap tiga calon secara

berurutan dari awal daftar) telah masuk dalam Undang-Undang Pemilu.

Demokrasi telah membuat politik di Indonesia semakin dinamis. Subyek perhatian politik bukan
lagi monopoli pemerintah pusat, namun juga lembagalembaga negara, pemerintah daerah, organisasi
masyarakat, bahkan perorangan. Berbagai hal tersebut menarik untuk dicatat sebagai bagian penting

untuk memberikan gambaran tentang perkembangan demokrasi di Indonesia.

Paper ini menganalisa informasi dan pandangan masyarakat tentang pemilihan presiden dan wakil
presiden serta calon legislative serentak 2019 di Sumatera Barat di Indonesia yang merefleksikan kata-
kata dan wacana yang diasosiakan dengan politik agama atau promosi agama oleh pengambil kebijakan
politik dan penggunaan kepercayaan dan asumsi masyarakat tentang kekhawatiran, resiko, dan ketakutan

dalam mencapai tujuan tertentu.

Analisis data kualitatif terhadap penggunaan dan makna kata agama, kekhawatiran, dan politik
sebelum dan sesudah pemilihan umum serentak 2019 menunjukkan hubungan politik dan agama saat
ini sangat dekat. Ada peningkatan yang signifikan dalam keterlibatan lembaga agama dalam berwacana
politik, dan Islam sering diasosiasikan dalam wacana tersebut sebagai korban dalam berpolitik. Implikasi
social dan politik didiskusikan dalam tulisan ini.

Pengamat politik dari Universitas Andalas, Asrinaldi mengatakan falsafah ‘adat basandi syarak,
syarak basandi kitabullah’ atau ABS-SBK merupakan salah satu variabel yang menyebabkan kegagalan
Jokowi meraup suara lebih banyak di Pilpres 2019.

Menurut dia, berbagai gagasan atau pemikiran dari orang-orang di sekitar Jokowi justru melahirkan
rasa antipati dari masyarakat Sumbar untuk memilih capres berstatus petahana itu. Falsafah ABS-SBK,
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dalam konteks ini warga Sumbar mempraktikkan ‘religius feeling’. Sementara diketahui bersama eks
Wali Kota Solo itu dikelilingi kelompok multikultur, agama, pemikiran. Namun label isu PKI terlanjur
membuat warga Sumbar antipati terhadap Jokowi.

“Terutama dari segi agama, walau banyak kebijakan seperti Islam nusantara, [tapi] pemahaman
komunisme membuat orang tidak simpati. Rasa antipasti itu yang justru muncul,” kata Asrinaldi
kepada CNNIndonesia.com. !

Secara hipotesis sejarah , Gusti Asnan Guru Besar [lmu Sejarah Universitas Andalas mengatakan

“Partai pendukung Jokowi kan PDIP. Itu relatif hampir sama dengan PNI [Partai Nasional Indonesia]
yang dipimpin Sukarno. Sedangkan di sisi lain, Prabowo representasi dari sosok ayahnya, Soemitro
Djojohadikusumo yang waktu itu pro-PRRI,” ujar penulis buku Memikir ulang Regionalisme: Sumatera
Barat tahun 1950-an (2007).

«Awak (saya) yakin Prabowo menang di sini,» ujarnya. Akhirudin mengatakan, ia menyukai
Prabowo karena «agamanya kuat».»Kalau di Padang ini kan masalah agama kuat. Dia (Prabowo) sudah
lebih mengetahui tentang masalah agama,» ungkap Akhirudin.?

Maka tersebutlah istilah “Tiga T”, yakni takah, tageh dan tokoh, sebagai kriteria yang harus
dipenuhi pemimpin yang ideal. Rumus 3T itu pernah ditulis oleh Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, di
koran Singgalang, salah satu koran terbitan Padang *

Takah, menurut sang gubernur, berkaitan dengan performance, postur tubuh yang bagus, rupawan,
gagah, penampilan menarik dan berwibawa. Cara berbicara di depan publik atau cara menyampaikan

gagasan melalui tulisan, juga termasuk dalam takah ini.

Saya ingat komentar ibu saya pada pemilu tahun 1999 bahwa kemenangan Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan (PDIP) adalah kemenangan orang kristen dan gerakan kiri. PDI pada masa fusi partai 1973
adalah yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Partai Murba), Ikatan
Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) dan juga dua partai keagamaan Partai Kristen Indonesia
(Parkindo) dan Partai Katolik.?®! Stigma PDIP yang bukan Islam melekat dalam benak ibu saya.*

Tageh artinya tegas, berani, kuat, kokoh, dan teguh dengan pendirian, sehingga mampu menjadi
tumpuan harapan rakyat. Tokoh berarti mampu memberikan keteladanan, ketokohannya diakui dalam
skala yang lebih luas dan keilmuannya juga sudah terbukti, baik ilmu agama, adat, dan akademik.’

Kemudian, saat ini Sumatera Barat adalah salah satu basis suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
yang memang rivalnya PDIP. Sudah dua periode Gubernur Sumatera Barat dipegang PKS dan Kota

Padang yang terdapat 2 universitas negeri juga baru saja memilih yang kedua kalinya kandidat dari partai

! https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190423074454-32-388689/menakar-kekalahan-telak-jokowi-dari-prabowo-
di-sumatra-barat. Diakses Selasa, 23/04/2019 08:32 WIB

2 https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47974094. Diakses 18 April 2019
hariansinggalang.co.id, Diakses 24/2/2019.
https://id.quora.com/Mengapa-warga-Sumatera-Barat-sangat-anti-Jokowi. Diakses 26 April 2019
https://www.kompasiana.com/irwanrinaldi/5cb87¢1595760e4b763d6e09/kenapa-prabowo-begitu-perkasa-di-
sumbar?page=all. Diakses 26 April 2019
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tersebut. Suara sumatera barat yang dahulu terwakili oleh Partai Amanat Nasional (PAN) kini dipegang
oleh PKS. Jadi untuk masyarakat kota di Sumatera Barat telah terjadi shifting dari Muhammadiyah ke
Tarbiyah, sedangkan Nahdhatul Ulama (NU) memang tidak mendapatkan tempat di Sumatera Barat
dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat menunjukkan ketidakabsahannya Islam
Nusantara yang disokong NU. ¢

Politik, Agama, dan Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 di Sumatera Barat

REKAPITULASI HASIL PEMILU PRESIDEN & WAKIL PRESIDEN RI 2019

WILAYAH PEMILIHAN PROV. SUMATERA BARAT

(07) Ir. H. JOKO WIDODO - Prof. Dr. (H.C)
KH. MARUF AMIM (14.085%)
Perclehan Suara: 407 761

(D2) H. PRABOWO SUBIANTO — H. SANDIAGA
SALAHUDIN UNO (B5.92%)
Perolehan Suara: 2 488 733

(01) Ir. H. JOKO (02) H. PRABOWO (01) Ir. H. JOKO (02) H. PRABOWO
WIDODQO - Prof. Dr. | SUBIANTO - H. WIDODO - Prof. Dr. | SUBIANTO - H.
(H.C) KH. MA'RUF | SANDIAGA (H.C) KH. MA'RUF | SANDIAGA
WILAYAH AMIN SALAHUDIN UNQ AMIN SALAHUDIN UNQ
AGAM 25.520 231.561 25.662 125268
DHARMASRAYA 38773 27.568 PADAMG PARIAMAN 20587 193.800
LAUAN MENTAWA| 41.116 9.211 PASAMAN 13.642 146717
KOTA BUKITTINGG 7.806 55.011 PASAMAN BARAT 34418 123,643
NG 63.401 406.608 PESISIR SELATAN 36.000 230042
NG PANJANG 3993 27.645 15.705 110012
RIAMAM 4200 47.042 17.865 128.198
KUMBUH 0564 54.408 14.124 70.007
KOTA SAWAHLUNTO 7.077 31341 TAMAH DATAR 22373 175855
KOTA SOLOK 4955 35.610
3

Tabel ini menunjukkan bahwa wacana politik agama di Sumatera Barat mempengaruhi hasil
pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019. Jika dibandingkan dengan table hasil pemilihan Presiden
dan Wakil Presiden 2014 terdapat kenaikan yang signifikan terhadap suara yang diperoleh calon Presiden
Prabowo yang diusung oleh kelompok yang mendorong wacana politik agama.

¢ https://id.quora.com/Mengapa-warga-Sumatera-Barat-sangat-anti-Jokowi. Diakses 26 April 2019
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Politik, Agama, dan Hasil Pemilihan Calon Legislatif 2019 di Sumatera Barat

REKAPITULASI HASIL PEMILU LEGISLATIF DPR RI 2019

DAERAH PEMILIHAN SUMATERA BARAT |

MNasicnal (DD1) Provinsi (DC1)

25%

20%
E
Eo1s%
&
E]
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£
£ o10%
i
2

5% I

& & &y & F S
o © & & &
Partai 1 PKB
Suara Partai- 474712
PESISIR. TANAH

CALON LEGISLATIF SELATAN SOLOK SUUNIUNG DATAR
DRS. ATWANDI| RAHMAN, M M 1.607 1798 a9z 680
H. SUHERMAN 1446 93z 1770 £.743
NOFRIMAYART! 389 257 247 189
M. HIDAYAT, S.2 o7 194 117
KASTIM 150 28 270 7
MEIDYA KASMILA 122 40 53 60
Drs. H. FAUZI 3.013 2z -3 T
ELIN NUR ASLICHAH, 5.PD.| 61 2 3 45

KEPULAUAN SOLOK
MENTAWAI DHARMASRAYA SELATAN

237 1030 972
12 1.784 1738
41 113 162
36 121 160
19 2176 43

7 28 36
10 36 62
10 29 27
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KOTA
KOTA KOTA KOTA PADANG
PADANG SOLOK SAWAHLUNTO PANJANG
1343 162 161 103
1.582 259 166 166
375 36 29 25
400 -] 14 14
143 2z 10 4
116 8 6 18
4z 23 2z 19
29 4 5 12

Tabel ini menunjukkan Partai Gerindra mendapatkan suara ang jauh lebih tinggi dari partai lain
di Sumatera Barat Daerah Pemilihan I.

REKAPITULASI HASIL PEMILU LEGISLATIF DPR RI 2019

DAERAH PEMILIHAN SUMATERA BARAT II
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Partai : PKB
Suara Partai-41.543

PADANG LIMA PULUH PASAMAN KOTA KOTA KOTA

CALON LEGISLATIF FARIAMAN AGAM KOTA PASAMAN BARAT BUKITTINGGI FAYAKUMEUH PARIAMAN

H. FEBBY DATUAK BANGEO 1806 1.760 25032 2.024 2351 384 461 487
JOM KEMNEDI M. 3.745 33z 609 973 1424 26 173 414
DESRI WENITA 465 120 243 242 arg 6 e 50
Dr. UST. H. MHD ZEM. 5 AP M.A. DATUK 524 523 314 522 608 04 100 62
PAMUNCAK

DRS. H. EURHANUDDIN PASARIEU 167 43 109 £.439 603 T0 25 21
Ir. RITA MURNI 182 632 338 T 29 26 145 21

Fartai - Gerindra
Suara Partai: 223.881

Tabel ini menunjukkan Partai Gerindra mendapatkan suara yang jauh lebih tinggi dari partai lain di
Sumatera Barat Daerah Pemilihan II

PENUTUP

Paper ini ini menganalisa wacana dan pandangan serta berita media masa dan social tentang agama
dan politik dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Calon Legislatif Serentak 2019 di
Sumatera Barat. Politik dan Agama ditampilkan dalam berita media social dan media lainnya. Berita
media social di provinsi ini merefleksikan relasi politik dan agama secara beragama Konsep Politik
dan agama mengandung kata-kata agama, korban, dosa, untuk menkontruksi wacana umum yang

merefleksikan hubungan simbolik tentang bahaya, dan ancaman yang diekploitasi oleh politisi.

Wacana agama dan politik yang berkembang di Sumatera Barat yang mengaitkan calon presiden
atau calon legislative dengan pandangan atau nilai keagamaannya di masyarakat mempengaruhi hasil
pemilihan umum presiden dan wakil presiden serta calon legislative serentak 2019 di Sumatera Barat.
Dengan demikian, agama dan politik sangat erat hubungan dalam pemilihan umum demokrasi di
Indonesia.
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KONTRIBUSI POSBAKUM DALAM PENYELESAIAN
PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA DI SULAWESI
UTARA

Ridwan Jamal
Djamila Usup

Syaifullah

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk kontribusi Posbakum dalam membantu
penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama di Sulawesi Utara. pada penelitian. Penelitian ini
dilaksanakan pada dua Pengadilan Agama di Sulawesi Utara yaitu Pengadilan Agama Manado dan
Pengadilan Agama Kotamobagu. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
jenis penelitian studi kasus dengan menggunakan empat pendekatan yaitu pendekatan kontekstual,
yuridis formal, sosio historis dan filosofis

Selanjutnya, teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.
Dalam pengumpulan data, peneliti melengkapi diri dengan catatan pedoman wawancara dan dokumentasi
di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci (key instrument). Dalam posisi sebagai instrumen
kunci, peneliti berperan utama dalam pengumpulan data, pengelohan dan penganalisisan data, dangan
penginterpretasian data.

Berdasarkan hasil pembahasan, maka yang menjadi simpulan dari penelitian ini yaitu bahwa pemberian
bantuan hukum oleh lembaga Posbakum di Pengadilan Agama Manado dan Pengadilan Agama
Kotamobagu tidak hanya pada masyarakat miskin saja tetapi juga kepada masyarakat yang mampu.
Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang mampu dianggap sebagai
inisiatif bagi Posbakum sebagai lembaga yang telah bekerjasama dengan Pengadilan Agama Manado
dan pengadilan Agama Kotamobagu. Dengan demikian, kehadiran Posbakum pada Pengadilan Agama
Manado dan Pengadilan Agama Kotamobagu sangat membantu masyarakat yang akan berperkara.
Adapun bantuan hukum yang diberikan oleh advokasi pada Posbakum diantaranya adalah pemberian
informasi hukum, konsultasi hukum dan bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan saat
berperkara di Pengadilan Agama Manado dan Pengadilan Agama Kotamobagu.

Kata Kunci: Kontribusi, Posbakum, Pengadilan Agama

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 37 menyatakan bahwa
setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. Dalam memberikan bantuan
hukum tersebut Advokat atau penasehat hukum membantu memperlancar penyelesaian perkara dengan
menjunjung tinggi pancasila, hukum dan keadilan. (Republik Indonesia UU Kehakiman 2004)

Problem penegakan hukum di Indonesia memang sudah sangat memprihatinkan, keprihatinan

terhadap kondisi hukum tidak saja karena materi hukumnya yang tidak lagi mampu menjawab tingkat
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perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap hukum, tetapi juga karena seluruh sistem yang terkait
dengan upaya penegakan hukum tidak lagi mampu memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat

untuk memperoleh keadilan di depan hukum.

Advokat merupakan profesi yang terhormat karena adanya profesionalisme di dalamnya. Disamping
itu profesi Advokat bukan semata-mata mencari nafkah, namun di dalamnya terdapat idealisme dan
moralitas yang sangat dijunjung tinggi. (Rambe: 2001) Advokat adalah profesi yang bebas, mandiri dan
bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, sehingga perlu dijamin dan dilindungi oleh undang-
undang demi terselenggaranya penegakan supremasi hukum. Sebagai salah satu bentuk profesi yang
sangat dijunjung tinggi oleh Negara, maka dibuat satu Undang-undang yang mengaturnya, yakni UU
No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Orang yang mengetahui tentang selut-beluk hukum diharapkan dapat membantu mereka yang tidak
mengerti tentang hukum, karena orang yang belum pernah berhubungan dengan Pengadilan dan harus
berperkara, biasanya mereka akan gugup menghadapi hakim, maka seorang pembantu atau wakil sangat
bermanfaat. (Mertokusumo: 2002)

Pos bantuan hukum yang telah disingkat Posbakum merupakan organisasi bantuan hukum yang
resmi di pengadilan agama berdasarkan SEMA No. 10 Tahun 2010. Posbakum merupakan ruang yang
disediakan oleh Pengadilan Agama untuk melayani konsultasi hukum bagi masyarakat dan bantuan

pembuatan surat gugatan/permohonan.

Berdasarkan hasil observasi pada Pengadilan Agama di Sulawesi Utara, bahwa pemberian bantuan
hukum oleh seorang Advokat melalui Posbakum tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat kurang mampu
saja akan tetapi juga diperuntukan kepada masyarakat yang berada selagi ia ingin mengajukan perkara
pada pengadilan Agama tanpa didampingi oleh advokat lain sebagai pendampingnya.

Kehadiran Posbakum pada Pengadilan Agama di Sulawesi Utara tidak lain untuk memberikan
jasa hukum kepada masyarakat, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan
berdasarkan ketentuan Undang-undang. Artinya kehadiran Advokat selaku penanggung jawab pada
Posbakum telah menjalankan tugasnya sebagai pemberi jasa hukum. Seorang advokat melakukan
proses pendampingan khususnya dalam penyelesaian sengketa pada Pengadilan Agama. Hal inilah
yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam tentang kontribusi advokasi
Posbakum dalam membantu penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama di Sulawesi Utara.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan pada penelitian
ini adalah bagaimana kontribusi Advokasi Posbakum dalam membantu menyelesaikan Perkara pada
Pengadilan Agama di Sulawesi Utara?. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan
bentuk kontribusi Advokasi Posbakum dalam membantu penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama

di Sulawesi Utara.
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B. Kajian Teoretik

Pakar hukum Abdurrahman mengungkapkan pengertian bantuan hukum sebagai berikut” Bahwa
yang dimaksud dengan bantuan hukum adalah segala bentuk pemberian layanan oleh kaum profesi
hukum kepada khalayak di dalam masyarakat dengan maksud untuk menjamin agar tidak ada seorang
pun di dalam masyarakat yang akan merampas haknya untuk memperoleh nasehat-nasehat hukum yang
diperlukannya hanya karena tidak dimilikinya sumber daya finansial yang cukup. (Abdurrahman: 1983)

Selanjutnya dikatakan bahwa: “Bantuan hukum adalah jasa memberi nasehat hukum di luar
Pengadilan dan atau bertindak baik sebagai pembela dari seorang yang tersangkut dalam masalah pidana
maupun sebagai kuasa dalam perdata atau tata usaha di muka Pengadilan.” (Abdurrahman: 1983)

Berdasarkan uraian pengertian di atas, dapat dipahami bahwa konsep tentang bantuan hukum
bukanlah merupakan ide yang baru atau hasil pemikiran yang baru dikarenakan konsep itu telah ada jauh
sebelumnya. Namun masih perlu dikaji ulang konsep yang tercantum dalam ide tersebut, dikarenakan
bantuan hukum itu memiliki prinsip tolong menolong dan rasa sosial yang tinggi tanpa membedakan
ras, Agama, budaya, warna kulit, kedudukan, pangkat dan jabatan bahkan kaya atau miskin. Kemudian

bantuan hukum biasanya dikaitkan dengan hak asasi manusia.

Peran Posbakum berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014
sangat membantu masyarakat yang tidak mampu dengan melakukan pemberian informasi, konsultasi
dan advis hukum dan bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan serta penyediaan informasi
daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011
tentang Bantuan Hukum atau Organisasi Bantuan Hukum atau Advokat lainnya yang dapat memberikan
bantuan hukum cuma- cuma sebagaimana ketentuan Pasal 25.Peran tersebut belum efektif karena tidak
adanya pendampingan secara langsung terhadap pencari keadilan dalam beracara di Pengadilan Agama
(Cahyadi, 2013)

Selanjutnya, tujuan yang hendak ingin dicapai dalam pembentukan atau berdirinya lembaga bantuan
hukum di Indonesia (Siregar: 1995), yakni:
a. Memberikan bantuan hukum kepada masyarakat kecil yang buta hukum;
b. Menumbuhkan dan membina kesadaran warga masyarakat akan hak-haknya sebagai subyek
hukum;
c. Mengadakan pembaharuan hukum sesuai dengan tuntunan zaman.

Ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari bantuan hukum yang diberikan oleh Advokat,
antara lain; (Siregar: 1995)

1. Bantuan hukum memperlancar jalannya persidangan.

Sebagai bukti kekuasaan Allah swt, maka Dia menciptakan semua makhluk secara berpasang-
pasangan dan beraneka ragam jenisnya. Itu merupakan bukti kebesaran Allah bagi manusia yang
beriman. Misalnya perbedaan dalam hal budaya, ras, warna kulit, kaya atau miskin, jahat atau baik
dan banyak lagi lainnya. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri dengan adanya Bhineka Tunggal Ika,

maka kita harus menerima segala perbedaan yang ada.
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Bantuan hukum diharapkan dapat memperlancar jalannya persidangan. Dalam arti bahwa seorang
Advokat dalam memberikan bantuan hukum di Pengadilan mampu memberikan informasi yang
penting bagi para hakim dalam memutuskan suatu perkara. Sehingga persidangan tidak akan tertunda
karena adanya Advokat yang tahu tentang hukum beracara di Pengadilan sebagai wakil dari orang
yang berperkara.

Bantuan hukum bertujuan untuk membela kepentingan perorangan untuk mencari kebenaran formal.

Dalam kehidupan masyarakat sering terjadi sengketa-sengketa diantara mereka dalam rangka
mempertahankan kepentingan dan haknya masing-masing. Namun sulit bagi kita untuk menyelesaikan
perkara tersebut tanpa harus merugikan salah satu pihak dan tidak mengganggu ketentraman hidup
bermasyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut telah ditawarkan berbagai macam tawaran prosedur atau mekanisme
untuk menyelesaikannya. Ada yang langsung diselesaikan oleh pihak-pihak yang bersengketa
sendiri, akan tetapi ada pula dalam menyelesaikan perkara tersebut meminta bantuan hukum kepada
seorang Advokat atau orang yang lebih tahu tentang hukum tersebut. Terlebih lagi apabila perkara
tersebut perkara yang rumit dan diselesaikan harus diselesaikan di Pengadilan, terutama yang

berkaitan dengan hukum perdata, misalnya perkawinan, pembagian harta warisan atau lain-lain.

Advokat dalam hal ini mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap
mereka yang membutuhkannya. Advokat sebelum bertindak harus mengetahui semua tentang
perkara tersebut termasuk yang berkenaan dengan klien. Agar Advokat tidak salah dalam mengambil
tindakan dan keputusan. Advokat adalah orang yang memberikan bantuan hukum baik itu secara
perorangan, kelompok, maupun lembaga.

Bantuan hukum sebagai pemerataan keadilan.

Dalam upaya mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, penegak hukum bukan
sekedar berperan memantapkan kepastian hukum, melainkan juga keadilan, dalam kaitan ini peran
penegak hukum bersifat spiritual bukan lahiriyah. Hal ini dimaksudkan agar terjadi pemeratan
keadilan. (Siregar: 1995)

Ketiga manfaat bantuan hukum di atas akan mempermudah bagi masyarakat dalam mencari keadilan.
Sehingga tidak ada lagi masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan hukum saat berperkara di
Pengadilan. Disamping itu, para pakar hukum akan memiliki profesi yang benar-benar dibutuhkan
oleh masyarakat, dengan demikian profesi advokasi sebagai pendamping hukum salah satunya
adalah Posbakum akan menjadi profesi yang mulia di mata masyarakat.

Kajian Yang Relevan

1. Amran, Ashmi (2016) Eksistensi Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) di Pengadilan Agama
Sungguminasa. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa program layanan Posbakum di
Pengadilan Agama Sungguminasa telah terlaksana dengan baik, hal tersebut diperoleh
berdasarkan kesuksesan pelaksanaan Posbakum di tahun 2015 dan pada tahun ini mulai
kembali dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2016. Dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan



KONTRIBUSI POSBAKUM DALAM PENYELESAIAN PERKARA ...

Posbakum adalah terutama tesedianya sarana dan fasilitas, dukungan kelembagaan, dan tingkat
pemahaman masyarakat terhadap eksistensi Posbakum di Pengadilan Agama Sungguminasa.
Untuk itu dengan mengacu pada Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan
Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, kiranya dapat dipastikan akan membawa
manfaat luas tidak saja bagi penyelenggaraan bantuan hukum yang menjadi sasaran pemerataan
keadilan tetapi juga bagi kelangsungan pendidikan hukum. Sehingga dapat memberikan
sumbangan terhadap ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan memberikan
wawasan seluasluasnya kepada masyarakat pecinta hukum tentang pentingnya penegakan
hukum dan keadilan melalui bantuan hukum pada khususnya, dan berdampak pada peningkatan
kualitas para sarjana hukum.

2. AriPrabowo (2017). Berdasarkan hasil penelitian bahwa Peran Posbakum berdasarkan Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 sangat membantu masyarakat yang
tidak mampu dengan melakukan pemberian informasi, konsultasi dan advis hukum dan bantuan
pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan serta penyediaan informasi daftar Organisasi
Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang
Bantuan Hukum atau Organisasi Bantuan Hukum atau Advokat lainnya yang dapat memberikan
bantuan hukum cuma- cuma sebagaimana ketentuan Pasal 25.Peran tersebut belum efektif
karena tidak adanya pendampingan secara langsung terhadap pencari keadilan dalam beracara
di Pengadilan Agama.

Kedua hasil penelitian di atas telah mengungkapkan bahwa kehadiran Posbakum pada Pengadilan
Agama telah membantu masyarakat yang kurang mampu dalam penyelesaian perkara di Pengadilan
Agama terutama yang terkait dengan persuratan berupa surat permohonan atau surat gugatan serta
pemberian informasi. Sehingga persamaan kedua penelitian di atas dengan penelitian ini telah dilihat
dari tujuannya sama-sama memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada masyarakat yang
kurang mampu. Namun yang menjadi perbedaan antara kedua penelitian di atas dengan penelitian ini
yaitu pada objek penelitiannya. Artinya, meskipun sama-sama meneliti pada pengadilan agama namun
akan ada perbedaan sebagai hasil temuan nantinya.

D. Metode Dan Tekhnik Penggalian Data

Penelitian ini dilaksanakan pada dua Pengadilan Agama di Sulawesi Utara yaitu Pengadilan
Agama Manado dan Pengadilan Agama Kotamobagu. Proses pelaksanaan penelitian berlangsung selama
6 bulan yaitu Maret — September 2019. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini
adalah jenis penelitian studi kasus dengan menggunakan empat pendekatan yaitu pendekatan kontekstual,
yuridis formal, sosio historis dan filosofis

Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Dalam
pengumpulan data, peneliti melengkapi diri dengan catatan pedoman wawancara dan dokumentasi
di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci (key instrument). Dalam posisi sebagai instrumen
kunci, peneliti berperan utama dalam pengumpulan data, pengelohan dan penganalisisan data, dangan

penginterpretasian data.
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Jenis data pada penelitian ini ialah data verbal yang berupa kata-kata, frase, dan kalimat yang
bersumber dari hasil wawancara dan dokumentasi. Data wawancara diperoleh dari informan advokasi,
pegawai Posbakum dan beberapa pegawai pada Pengadilan Agama Manado dan Pengadilan Agama
Kotamobagu.

Selanjutnya data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif (deduktif dan
induktif), yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis untuk selanjutnya direduksi yaitu
dikodefikasi dan diklasifikasikan berdasarkan pola-pola temuan. Setelah itu data-data disajikan secara
deskriptif untuk melukiskan keadaan objek atau peristiwa yang diteliti dengan tujuan untuk mendapatkan
suatu penjelasan tentang kontribusi Posbakum dalam menyelesaiakan perkara pada Pengadilan Agama
Manado dan Pengadilan Agama Kotamobagu. Tahap terakhir ialah menarik kesimpulan dan membuat

proposisi ilmiah penelitian berdasarkan temuan penelitian yang ada.

Adapun prosedur analisis data dilakukan dengan tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian
data, dan verifikasi/penarikan kesimpulan (adaptasi dari Miles dan Huberman, 1994).

E. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil pengamatan bahwa Pengadilan Agama Manado dan Kotamobagu telah
menyediakan Pos Bantuan Hukum untuk Masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu secara
ekonomis dalam menjalankan proses hukum di Pengadilan, bagi masyarakat yang akan meminta bantuan
hukum pada Posbakum di Pengadilan Agama Manado dan Pengadilan Agama Kotamobagu. Adapun
persyaratan dan mekanisme untuk mendapatkan bantuan hukum pada Posbakum tersebut sebagaimana
yang telah ditentukan dalam Lampiran B Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2010,
antaranya ialah (1) menerima jasa bantuan hukum, (2) jenis jasa hukum, (3) Syarat dan Mekanisme

Permohonan Bantuan Hukum.

1. Penerima Jasa Pos Bantuan Hukum.

Penerima jasa bantuan hukum pada Posbakum ialah masyarakat yang kurang mampu membayar
jasa advokasi saat akan melakukan proses peradilan selain itu masyarakat penyandang
disabilitas. Dengan demikian dapat dipahami bahwa yang berhak menerima jasa dari Pos
Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan
dan anak serta penyandang disabilitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik
sebagai Penggugat/Pemohon maupun Tergugat/Termohon dan bantuan tersebut diberikan secara
cuma-cuma tanpa dipungut biaya.

Uraian di atas telah jelas bahwa salah satu sasaran pemberian bantuan hukum oleh pihak
Posbakum telah diperuntukkan hanya masyarakat yang kurang mampu dengan memperlihatkan
surat kurang mampu dari pemerintah setempat. Namun kenyataan pada Posbakum pada
Pengadilan Agama Manado dan Pengadilan Agama Kotamobagu bahwa siapapun masyarakat
yang akan melakukan konsultasi hukum untuk mendapatkan informasi hukum bahkan ingin
membuat surat permohonan atau gugatan akan dilayani secara gratis tanpa dipungut biaya
apapun oleh Posbakum. Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh Posbakum pada
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Pengadilan Agama Manado dan Pengadilan Agama Kotamobagu merupakan kontribusi dari
pengurus lembaga Posbakum sebagai mitra kerja Pengadilan Agama Manado dan Pengadilan
Agama Kotamobagu. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kehadiran lembaga Posbakum
sebagai mitra kerja pada Pengadilan Agama Manado dan Pengadilan Agama Kotamobagu akan
memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat Manado dan Kotamobagu

yang akan mengajukan permohonan perkara di Pengadilan Agama Kotamobagu.

Jenis Jasa Hukum.

Jenis jasa hukum yang diberikan oleh Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Manado dan
Pengadilan Agama Kotamobagu yaitu pemberian informasi bagi pencari keadilan berupa jadwal
dan persyaratan untuk mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma., advice, konsultasi hukum terkait
permasalahan hukum yang merupakan permasalahan bagi masyarakat Kotamobagu, pembuatan
gugatan/permohonan pada masyarakat yang akan mengajukan gugatan atau permohonan di
Pengadilan Agama Manado dan Pengadilan Agama Kotamobagu.

Pemberian bantuan hukum pada lembaga Posbakum di Pengadilan Agama Manado dan Pengadilan
Agama Kotamobagu merupakan salah satu cara untuk memperlancar jalannya persidangan pada
Pengadilan Agama Manado dan Pengadilan Agama Kotamobagu. Berdasarkan hasil pengamatan
bahwa jenis bantuan hukum yang sering diberikan oleh lembaga Posbakum pada Pengadilan Agama
Manado dan Pengadilan Agama Kotamobagu yaitu pembuatan surat permohonan dan konsultasi
hukum terkait perceraian dan kewarisan sebelum melakukan pendaftaran pada Pengadilan Agama
Manado dan Pengadilan Agama Kotamobagu.

Konsultasi hukum. Penyediaan Advokat (penasehat hukum)untuk kasus perdata.
Pembebasan biaya perkara untuk kasus perdata. Sidang keliling Informasi lebih lanjut dapat diperoleh
melalui meja informasi, leafler dan langsung mendatangi ruangan Posbakum di Pengadilan Agama
Kotamobagu .

Pada dasarnya bantuan hukum yang disediakan oleh Posbakum untuk memberikan bantuan kepada
masyarakat tidak sedikit. Pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh lembaga Posbakum
meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan

hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum, yang bertujuan:
a. Untuk menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses
keadilan.

b. untuk mewujudkan hak konstitusional semua Warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan
kedudukan di dalam hukum.

c. Untuk menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secaa merata

diseluruh Wilayah Negara Indonesia.
d. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Keempat hal diatas telah di atur pada Pasal 25 SEMA No 10 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa jasa
Bantuan Hukum dapat diberikan oleh Pos Bantuan Hukum berupa pemberian informasi, konsultasi,
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dan nasihat serta penyediaan Advokat pendamping secara cuma-cuma untuk membela kepentingan

Tersangka/Terdakwa dalam hal Terdakwa tidak mampu membiayai sendiri penasihat hukumnya.

Syarat dan Mekanisme Permohonan Bantuan Hukum

Dalam pengajuan permohonan bantuan hukum gratis pada Pengadilan Agama Manado dan
Pengadilan Agama Kotamobagu bagi pemohon yang kurang mampu akan dibantu oleh pihak
posbakum untuk mendapatkan prodeo agar pada proses pengajuan perkara pada Pengadilan Agama
Manado dan Pengadilan Agama Kotamobagu akan dilayani secara gratis.

Adapun syarat untuk mendapatkan bantuan hukum secara pada Pengadilan Agama Manado
dan Pengadilan Agama Kotamobagu diwajibkan kepada pemohon jasa bantuan hukum untuk
melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/;
atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu
Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu
Bantuan Langsung Tuni (BLT); atau Surat Pernyataan tidak mampu membayar uang pendaftaran
pada pengadilan Agama Manado dan Pengadilan Agama Kotamobagu.

Selanjutnya, penerima bantuan hukum berhak mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar
Bantuan Hukum dan / atau Kode Etik Advokat. Dan mendapatkan informasi dan dokumen yang
berkaitan dengan pelaksanaan pemberiaan Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peratiran
perundang-undangan. Sedangkan penerima bantuan hukum wajib menyampaikan bukti, informasi,

dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum.

Beberapa uraian keseluruhan di atas, dapat dipahami bahwa kehadiran posbakum pada Pengadilan
Agama Manado dan Pengadilan Agama Kotamobagu sangat membantu masyarakat yang akan
melakukan sengketa pada pengadilan agama. Dengan demikian, konstribusi advokasi posbakum
dalam hal ini dapat dinilai sebagai hal yang positif dalam memberikan bantuan kepada masyarakat
yang membutuhkannya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemberian bantuan hukum

oleh lembaga Posbakum di Pengadilan Agama Manado dan Pengadilan Agama Kotamobagu tidak

hanya pada masyarakat miskin saja tetapi juga kepada masyarakat yang mampu. Pemberian bantuan

hukum secara Cuma-Cuma kepada masyarakat yang mampu dianggap sebagai inisiatif bagi Posbakum

sebagai lembaga yang telah bekerjasama dengan Pengadilan Agama Manado dan pengadilan Agama

Kotamobagu. Dengan demikian, kehadiran Posbakum pada Pengadilan Agama Manado dan Pengadilan

Agama Kotamobagu sangat membantu masyarakat yang akan berperkara. Adapun bantuan hukum yang

diberikan oleh advokasi pada Posbakum diantaranya adalah pemberian informasi hukum, konsultasi
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hukum dan bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan saat berperkara di Pengadilan Agama
Manado dan Pengadilan Agama Kotamobagu.
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Abstrak

Eksistensi komunitas Muna di Kota Bitung tergolong migrasi yang bersifat sosi-kultural atau lazim
disebut merantau permanen. Keberadaan komunitas Muna di Kota Bitung, sama halnya dengan etnik-
etnik lainnya menjadi cerminan bahwa kota ini dapat memberikan harapan dan jaminan hidup yang lebih
baik, bagi para migran. Selain itu, dengan melekatnya kota ini, dengan label masyarakat multikultural,
memberi ruang masing-masing etnik yang memiliki nilai, norma, adat, kepercayaan, dan kepentingan
yang dibawa dari daerah asal untuk dipraktikkan. Situasi ini, dapat membuka ruang terjadinya peluang
integrasi sosial dan juga peluang konflik. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mendeskripsikan
bentuk-bentuk adaptasi sosio-kultural komunitas Muna pada masyarakat Muna multikultural di Kota
Bitung dengan pendekatan kajian budaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif
kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk survive di Kota Bitung, komunitas Muna
melakukan dua bentuk adaptasi sosio-kultural, yakni (1) melakukan reproduksi (praktik) budaya asal
dalam lingkungan komunitasnya di Kota Bitung dan (2) membentuk organisasi kerukunan yang bernama
Kerukunan Keluarga Muna-Buton (KKMB) yang anggotanya bersifat dinamis dan terbuka pada suku
dan agama lain yang berbeda dari agama mayoritas mereka.

Kata kunci: adaptasi sosio-kultural, kajian budaya, masyarakat multikutural, komunitas Muna

1. Pendahuluan

Migrasi penduduk merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan proses berkembangnya
pembangunan di Indonesia. Fenomena migrasi yang berlangsung dalam suatu negara banyak terlihat di
berbagai wilayah di Indonesia (Umami, 2013). Salah satu daerah yang mencerminkan adanya fenomena
migrasi antardaerah diperlihatkan oleh masyarakat Muna di Kabupaten Muna. Tujuan migrasi mereka

antara lain, Kota Kendari, Kota Makassar, Kota Gorontalo, Kota Manado, termasuk Kota Bitung.
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Migrasi etnik Muna di Kota Bitung tergolong migrasi yang bersifat sosio-kultural, atau lazim disebut
juga merantau (permanen) (Ardianto dan Hadirman, 2017:102). Sama halnya dengan etnik-etnik lain
yang merantau di Kota Bitung, komunitas Muna memiliki pula kemampuan, keterampilan, maupun
pengetahuan. Daya tarik, Kota Bitung sebagai kota yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang cukup
tinggi dan tersedianya lapangan kerja (Widadari, dkk. 2012), bahkan ditetapkannya Kota Bitung sebagai
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (Umbas, 2016) merupakan bukti nyata bahwa kota ini memang
menjadi incaran para migran dari dulu hingga sekarang. Kenyataan ini menjadi cerminan bahwa kota ini
dapat memberikan harapan dan jaminan hidup yang lebih baik, bagi para migran, termasuk salah satunya
adalah komunitas Muna.

Selain karakteristik yang diuraikan di atas, kota ini juga diberi label kota dengan masyarakat
multikultural. Masyarakat multukultural mengindikasikan masing-masing etnik memiliki nilai, norma,
adat, kepercayaan, dan kepentingan yang dibawah dari daerah asal yang kadang berbeda-beda tujuannya.
Situasi demikian, akan membuka peluang integrasi sosial dan juba membuka peluang konflik. Seperti,
masing-masing etnik ingin mempertahankan nilai yang dibawah dari daerah asal, kebanggaan etnik,
penguatan identitas, ataukah mereka ingin larut dalam budaya pribumi yang dominan dan mempertahankan

hubungan mereka dengan daerah asal (Sudiarta, 2010:90).

Komunitas Muna perantauan yang sudah cukup lama menetap di Bitung, fase pertama dimulai
tahun 1951-1952, fase kedua tahun 1972-1973, dan hingga saat ini komunitas Muna di Kota Bitung
terus bertambah, baik mereka yang datang merantau maupun sebagai TNI-Polri maupun ASN (Ardianto
dan Hadirman, 2017). Bahkan, dalam perkembangannya, telah banyak yang sukses dan berhasil, tentu
mereka melakukan strategi-strategi adaptasi tertentu, interaksi dan toleransi terhadap lingkungan sosial,
serta peran organisasi sosial yang dibentuk.

Selain itu, komunitas Muna di Kota Bitung memiliki cara unik dalam berinteraksi dengan beberapa
etnik yang hidup dan menetap di Kota Bitung yang multikultural. Bahkan, telah tercipta kerukunan
hidup komunitas Muna dengan penduduk setempat (Minahasa) dan komunitas pendatang lainnya seperti
Gorontalo, Sangihe-Talaud, Bugis-Makassar, Jawa, Batak, Padang, Ternate, dan lain-lain. Sikap terbuka
dan toleran penduduk setempat (Minahasa) juga keberadaan suku-suku lainnya yang memiliki nilai-nilai
budaya berorientasi pada kerukunan, yang tercermin pada ungkapan torang samua basudara ‘kita semua

bersaudara’ memperkuat terciptanya adaptasi dan integrasi masyarakat setempat-pendatang.

Demikian pula, misi budaya, strategi adaptasi, pola komunikasi lisan, dan interaksi sosial
memungkinkan komunitas Muna dapat hidup dan menetap di Kota Bitung hingga saat ini terust
terpelihara. Fenomena tersebut menarik untuk diselidiki pada komunitas Muna yang merantau di Kota
Bitung Provinsi Sulawesi Utara. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mendeskripsikan bentuk-
bentuk adaptasi sosio-kultural komunitas Muna pada masyarakat Muna multikultural di Kota Bitung
dengan pendekatan kajian budaya.

Teori yang digunakan adalah (1) adaptasi, (2), dan (3) kajian budaya. Gerungan (1991:55)
mengatakan bahwa adaptasi adalah suatu penyesuaian pribadi terhadap lingkungan. Penyesuaian ini
dapat berarti mengubah diri pribadi sesuai dengan keadaan lingkungan. Usman Pelly (1994) dalam
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Sudiarta (2010:90) menyatakan bahwa adaptasi seseorang sangat dipengaruhi oleh misi budaya di daerah
baru (perantauan). Masyarakat multikultural penelitian ini dipahami sebagai ini dipahami lingkup spasial
kota (Bitung), yang di dalamnya terdiri atas agama, etnik, budaya, bahasa yang berberbeda-beda dan
saling berinterasi dalam kesamaan dan kesederajatan, serta memiliki hak dan peluang yang sama dalam
kehidupan bermasyarakat. Sementara itu, kajian budaya dipahami sebagai kajian yang berkembang
sejalan dengan perubahan paradigma ilmu pengetahuan sosial budaya kontemporer. Suastika (2013),
mengungkapkan bahwa kajian budaya merupakan studi kompherensif yang mencakup interdisipliner dan
multidisipliner, sekaligus memikirkan masyarakat dan kebudayaan yang tertinggal dan termarjinalkan.
Dalam konteks akademik, kajian budaya memikirkan fakta objektif, tetapi non-akademik kajian budaya
memikirkan fakta subjektinya untuk keselamatan nilai-nilai kehidupan. Kajian budaya, memiliki titik

temu pada perhatian dan minat dalam memihaki kebudayaan yang terpinggirkan/termajinalkan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dekkriptif kualitatif. Metode ini dilakukan
untuk mendapatkan data yang komprehensif terkait dengan masalah yang dikaji, yakni bentuk-bentuk
adaptasi sosio-kultural komunitas Muna pada masyarakt multikultural di Kota Bitung. Informan dalam
penelitain ini, terdiri atas (1) ketua Kerukunan Kelurga Muna-Buton (KKMB) Kota Bitung, tokoh adat,
tokoh agama, dan tokoh etnik lain (Gorontalo), dan masyarakat biasa. Pengumpulan data dilakuan dengan

tiga teknik, yakni (1) observasi, (2) wawancara mendalam, dan (3) studi kepustakaan.

2. Pembahasan

Bentuk-bentuk adaptasi sosio-kultural komunitas Muna di Kota Bitung dilakukan melalui dua cara,
yakni (1) praktik budaya lokal, dan (2) pembentukan organisasi kerukunan Muna. Kedua bentuk misi
budaya tersebut, diuraikan sebagai berikut.

2.1 Bentuk Praktik Budaya Lokal

Bentuk praktik budaya (reproduksi) yang dimaksudkan adalah kegiatan melakukan (budaya) di
perantauan. Para migran komunitas Muna cukup banyak di Kota Bitung yang tersebar pada beberapa
kecamatan di Kota Bitung. Kondisi seperti ini, dapat memberikan kontribusi khazanah budaya yang
berkembang di Bitung, Provinsi Sulawesi Utara. Dengan keberadaan pada migran komunitas Muna
ini mengindikasikan bahwa akan terjadi suatu praktik-praktik budaya baru mereka di daerah tujuan.
Dalam praktik budaya sahari-hari para migran komuniyas Muna ini tidak mengalami suatu hambatan,
baik berinteraksi maupun beradaptasi dengan budaya Minahasa yang lebih dominan. Hal ini disebabkan
budaya Muna yang bersifat lentur, fleksibel, dan demokratis dalam penerapannya di daerah tujuan.
Demikian, pula keterbukaan masyarakat lokal, sebagaimana terekspresi dalam ungkapan torang semua
basudara ‘kita semua bersaudara’, menjadi kekuatan sosial-budaya yang memperkuat rasa persatuan dan
kesatuan seluruh warga etnik yang hidup dan menetap di Kota Bitung.

Dalam kontak budaya yang terjadi para migran komuniktas Muna akan selektif menerima atau
menyerap unsur-unsur budaya dominan (Minahasa-Kristen) atau budaya dari etnik lain yang ada di
Kota Bitung. Keberlanjutan praktik budaya migran komunitas Muna dapat dilakukan atau direproduksi
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di daerah yang baru agar keberadaan mereka diketahui etnik lain. Walaupun proses dan praktik budaya
daerah asal mereka kurang berlangsung meriah di daerah tujuan, hal ini tidak menjadi ukuran bagi mereka.
Dalam kesehariannya antara masyarakat komunitas Muna dengan etnik lainnya yang ada di Kota Bitung
dapat hidup secara berdampingan dalam lingkungan mereka masing-masing karena dalam berinteraksi
dapat saling memahami atribut-atribut pelaksanaan adat, budaya, dan agama menuntut mereka dapat

melakukan strategi adaptasi di lingkungan mereka masing-masing.

Adanya budaya Minahasa-Kristen yang dominan dengan pola interaksi adat, budaya, dan agama yang
masih kuat akan mengalami kontak budaya yang berbeda dengan budaya yang mereka bawah dari daerah
asal. keberlanjutan praktik budaya daerah asal migran komunitas Muna sebatas pada reproduksi budaya
pelaksanaan upacara sikulus hidup, yakni katoba, kampua, kakawi, kagaa. Hal ini seperti diungkapkan
informan berikut ini.

1) Tradisi orang Muna disini itu,tidak ada bedanya dengan di kampung. Hanya kalau di
kampung, karena kondisi geografisnya masih kental karena kita memang masih tinggal
dengan asli budayanya. Tapi kalau di sini menyesuaikan dengan kondisi budaya yang
beragam jadi kadang menyesuaikan dengan kondisi masyarakat disini, jadi yang masih
ada misalnya kangkilo,katoba, kampua, antar-antar adat dalam perkawinan ‘kagaa’. (I/
LP_20/072010)

Ungkapan (1) di atas menunjukkan bahwa komunitas Muna di Kota Bitung, meskipun sudah hidup
dan menetap di Kota Bitung, praktik budaya lokal masih terus berlangsung di Kota Bitung. Praktik
budaya yang dijadikan sebagai misi budaya adalah kampua ‘potong rambut anak’, kangkilo/katoba
‘penyucian/penobatan’, dan kagaa ‘perkawinan’. Budaya lokal yang dipraktikan tersebut berkaitan
dengan upacara siklus hidup hidup. Meskipun demikian, dalam pelaksanaan menyesuaikan dengan
keadaan dan lingkungan yang ada, proses pelaksanaan dan perangkat/benda yang menjadi pendukung
tradisi-tradisi tersebut telah mengalami modifikasi-modifikasi, meski esensinya masih tetap sama.

Pada proses pelaksanaan ritual keagamaan lebih menekankan pada ekspresi kebudayaan dan
pemberian makna. Terkait dengan cara-cara yang ditempuh oleh sekelompok orang yang mempertahankan
identitasnya sebagai suatu suatu etnik di dalam lingkungan sosial yang berbeda. Upacara ritual keagamaan
komunitas Muna di Kota Bitung merefleksikan adanya reproduksi kebudayaan yang berlangsung
pada tahap makna, artinya ornamen-ornamen dalam ritual tersebut mengalami pergeseran makna
serta memungkinkan adanya defusi dalam pelaksanaannya baik bentuk fisiknya maupun cara/tahapan
pelaksanannya (band. Sudiarta, 2010:90).

Dalam kasus-kasus, misalnya dalam tradisi kagaa ‘pernikahan’, komunitas Muna apabila anak-
anak mereka menikah dengan suku lain di Provinsi Sulawesi Utara, maka yang dilakukan adalah dengan
menempatkan salah satu suku Muna pada pihak laki-laki/perempuan dari pihak suku lain. Hasil ini seperti

dikemukakan informan berikut ini.
2) Caranya kalau orang Muna menikah dengan suku lain, dalam prosesi adatnya kita harus

menempatkan orang Muna di Pihak suku lain sebagai perwakilan mereka,tujuannya untuk
mempertemukan pembicaraan, karena makna adat muna inikan kalau suku lain tidak tau,
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jadi sebelum kita datang mereka sudah membangun komunikasi lebih awal tentang tradisi
dalam adat perkawinan orang Muna, sehingga ketika kita datang prosesi penyenggaraan
adat bisa berjalan dengan lancar (I/LP_20/072019)

Ungkapan (2) di atas menunjukkan bahwa sebagai upaya misi budaya, bila ada pernikahan berbeda
suku dan melibatkan suku Muna pada salah satu pihak, maka untuk memudahkan proses pelamaran,
pembicaraan adat, mereka membangun komunikasi dengan menempatkan orang Muna sebagai
perwakilan dalam menyesuaikan sesuai adat Muna pernikahan di Kota Bitung atau di kota-kota lain
di Sulawesi Utara. Hal ini dilakukan untuk memenuhi syarat perkawinan sesuai adat Muna, salah
satunya adalah dengan mengikuti tahapan pembicaraan dalam bahasa Muna secara filosofis, kemudian
diterjemahan oleh juru bicara kepada pihak di luar komunitas Muna. Upaya sangat efektif, selain untuk
memudahkan pembicaraan adat, juga kiat untuk memperkenalkan budaya perkawinan orang Muna dalam
perspektif orang Muna di perantauan. Dengan demikian. orang Muna di perantauan tidak kehilangan
sakralitas pernikahan sekaligus memperkenalkan budaya Muna di perantauan. Upaya komunitas Muna di
perantauan untuk menunjukkan identitas adalah dengan praktik seni-budaya Muna, seperti diungkapkan
informan berikut.

3) Kegiatan-kegiatan yang pernah kami lakukan utamanya dalam seni budaya adalah tarian
Linda, silat Muna termasuk juga pakian-pakaian adat yang mesti di kenakan oleh peserta
tari maupun peserta silat karena itu merupakan kelengkapan dalam seni budaya oleh
masyarakat Muna.Saat ada festival budaya Muna-Buton yang di laksanakan oleh KKMB,
orang-orang luar yang tergabung dalam kerukunan ini mereka juga ikut serta meramaikan
dan sampai saat ini belum ada di antara mereka khususnya di luar orang Muna-Buton
mempersoalkan mengapa hanya Tradisi Muna Buton saja yang sering di adakan. Bahkan
saya sampaikan kepada mereka kalau ada budaya dari mereka yang bisa di tampilkan
dalam kegiatan seni budaya yang di adakan oleh KKMB saya persilahkan,walaupun
sampai saaty ini belum ada yang menampilkan salah satu budaya dari mereka yang di
tampikan dalam kegiatan seni budaya. (kode data: 2/LOB_20/072019).

Ungkapan (3) di atas menunjukan bahwa organisasi kerukunan Muna-Buton di Kota Bitung menjadi
wadah untuk mereproduksi “mempraktikkan” sekaligus melestarikan seni budaya Muna di perantauan,
khususnya Kota Bitung. Berbagai jenis seni budaya Muna dipertunjukkan komunitas Muna di Kota
Bitung, untuk menunjukkan identitas mereka di perantauan. Seni budaya tersebut adalah tari /inda (tarian
khas Muna), ewa wuna ‘silat Muna’, dan pakaian-pakaian adat Muna. Uniknya, pada saat pelaksanaan
festival budaya Muna di Kota Bitung, suku-suku lain yang tergabung dalam organisasi KKMB ikut
meramaikan perhelatan tersebut. Selain itu, terdapat pula praktik budaya berkaitan dengan food culture

‘makanan tradisional’, seperti tampak pada ungkapan berikut.

4) Komunitas Muna pada saat hari-hari besar Islam, misalnya Idul Fitri mereka membuat
lapa-lapa dan manu kaparende sebagai materi baca-haroa. Setelah baca-baca biasanya
makan bersama, sebagai masakannya dibagian ke tetangga mereka, baik Muslim maupun
non-muslim. Adaptasi budaya-misalnya budaya makanan (traditional food) apakah suku-
suku lain sudah bikin juga lapa-lapa. (IV/AT _20/07/19).
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Ungkapan (4) di atas menunjukkan bahwa komunitas Muna di perantauan, termasuk di Kota
Bitung, memiliki makanan tradisional khas yang masih dipertahankan, misalnya /apa-lapa ‘beras yang
dibungkus dengan janur kelapa dan manu kaparende ‘ayam yang dimasak hanya menggunakan daun
kedondong’ berkuah tanpa bumbu-bumbu lain. Makanan tradisional ini menjadi simbol identitas mereka
yang berbasis pada makanan lokal, dan biasanya makanan ini dibagikan pada tetangga-tetangga mereka

baik yang suku Muna maupun suku-suku lain (misalnya Gorontalo, Ternate, Minahasa, dan sebagainya).

4.2 Bentuk Organisasi Kerukunan

Adaptasi sosio-kultural yang dilakukan komunitas Muna diperantuan adalah dengan membentuk
organisasi kerukunan di perantauan, yang dikenal dengan Kerukunan Keluarga Muna-Buton (KKMB).
Hal ini dilakukan untuk memudahkan jalur komunikasi antarwarga Muna-Buton di Kota Bitung. Selain
itu, dengan organisasi ini dapat menjadi media perkumpulan dalam suka dan duka. Keberadaan organisasi

kerukunan ini disampaikan informan berikut ini.

5) lya. Itulah kita dulu membentuk lembaga adat Muna yaitu kerukunan Keluarega Muna
Buton, tujuannya untuk melestarika tradisi-tradisi orang Muna.Kegiatan yang di lakukan
misalnya terjdi kawin-mawin. Ketika misalnya menyembut tamu kita sambut dengan
tarian silat Muna. Ada juga tarian-tarian Modern hasil kreatifitas generasi muda orang
Muna. Hanya maslahanya di KKMB itu masih kurang sumber daya manusia. Menurut
saya petuah-petua orang-orang tua dulu kepada generasi muda kalau kita biasakan dalam
rumah tangga akan membentuk karakter-anak-anak akan membentuk karakter diri dalam
seorang anak yang menunjukan ciri khasnya orang Muna (kode: I/LP_20/072019).

Ungkapan (5) di atas menunjukan bahwa organisasi kerukunan Muna di Kota Bitung didirikan
untuk menghimpun mereka dan melestarikan adat dan tradisi Muna di perantauan. Kegiatan sering
terjadi adalam kagaa ‘perkawinan’, atau ada pejabat daerah Muna yang datang di Sulawesi Utara maka
akan disambut dengan ewa wuna ‘silat Muna’ sebagai bentuk kontribusi lembaga kerukunana dalam
melestarian budaya Muna di perantauan. Hanya saja, untuk mengembangkan kebudayaan Muna melalaui
organisasi, salah satu kendalanya adalah kekurangan SDM yang mahir dan ahli.

Uniknya dalam fesitival (kegiatan budaya) Muna yang dilaksanakan komunitas Muna di Kota
Bitung, etnik-etnik lain ikut terlibat dalam kegiatan, seperti tampak pada informan berikut.

6) KKMB ini kami dirikan orientasinya adalah semata-mata hanya untuk kedamaian dalam
kekeluargaan, bukan hanya pada orang Muna-buton saja tetapi juga orang-orang dari
suku-suku lain juga yang suka dan mau bergabung dalam KKMB ini harus merasakan
kedamaian dalam kekeluargaan melalui kerukunan ini. (kode data: 2/LOB_20/072019).

Ungkapan (6) di atas menunjukan bahwa organisasi kerukunan Muna di Kota Bitung didirikan di
Bitung, memiliki tujuan untuk menciptakan kekeluargaan dan perdamaian sosial. Cara yang dilakukan
adalah dengan menciptakan keanggotaan organisasi kerukunan yang tidak primordial, tetapi terbuka

ada suku-suku lain di luar suku Muna dan Buton,. Hal ini dilakukan semata-mata untuk menciptakan
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kerekatan dan keharmonisasi sosial di tengah-tengah masyarakat. Ungkapan yang sama seperti tampak
berikut.

7) Saya menerima suku-suku lain atas kemauan mereka untuk bergabung dengan kerukunan
Muna-Buton semata-mata untuk menyambung tali silaturahmi di mana rasa kekeluargaan
dengan mereka dan harapan mereka pun demikian.karena sebelum mereka masuk saya
katakan kepada mereka apa alasan anda mau bergabung dengan kami, mereka menjawab
kami melihat dalam lembaga kerukunan bapak bagus dan atas dasar itu kami menawarkan
diri kami untuk bergabung dengan anggota kerukunan bapak dalam rangka menyabung
tali silaturahmi dan rasa kekeluragaan (kode data: 1I/LOB/20-07/19)

Ungkapan (7) di atas menunjukan bahwa masuknya sebagai anggota suku-suku lain dalam organisasi
KKMB, semata-mata bertujuan untuk menyambung silaturahmi dan memupuk rasa kekeluargaan.
Meskipun demikian, sebelum mereka diterima biasanya ada proses screaning dengan menanyakan
motivasi mereka ingin bergabung dalam organisasi KKBM, bila alasannya cukup masuk akal, maka

pengurus KKMB menerima mereka sebagai bagan dalam organisasi kerukunan ini.

Cara yang dilakukan untuk menghimpun suku-suku lain dengan mendirikan keperasi di bawah

naungan KKBM, seperti diungkapan informan berikut ini.

8) Dalam kerukunan ini ada koperasinya namanya koperasi simpan pinjam kontu kowuna.
Salah satu programnya dalam membangun rasa solidaritas antar sesama anggota misalnya
dengan memberikan santunan kepada anggota yang ada kedukaan atau sakit dengan
catatan harus menginap di rumah sakit tujuannya untuk meringankan beban biaya selama
mendapatkan perawatan di rumah sakit,sehingga dengan demikian rasa kekeluargaan
dengan sendirinya tercipta di dalamnya. (kode data: [I/LOB/20-07/19)

Ungkapan (8) di atas menunjukan bahwa organisasi KKMB di Kota Bitung memeliki wadah
perekonomian organisasi dalam bentuk koperasi simpan pinjam diberi nama koperasi kontu kowuna
‘batu berbunga’, nama jenis bunga dari batu yang bertumbuh seperti bunga di Kabupaten Muna (daerah
asal). Koperasi simpan pinjam ini bertujuan untuk membangun solidaritas sesama anggota, misalnya
dengan memberi santunan kepada anggota yang sakit atau kedukaan dengan harapan meringankan

beban biaya rumah sakit atau duka yang dialami anggotanya.

3. Penutup

Kesimpulan dalam penelitian ini (1) Komunitas Muna melakukan reproduksi (praktik) budaya asal
dalam lingkungan komunitasnya di Kota Bitung. Tradisi yang masih dipraktikan dan dipertahankan di
Kota Bitung, antara lain yakni (1) tradisi katoba, kangkilo, kagaa, (2) pakaian adat, dan (3) makanan
tradisional (seperti lapa-lapa dan kaparende); (2) Untuk menjamin eksistensi mereka di perantauan,
mereka membentuk organisasi kerukunan yang bernama Kerukunan Keluarga Muna-Buton (KKMB)
yang anggotanya bersifat dinamis dan terbuka pada suku dan agama lain yang berbeda dari agama
mayoritas mereka (Muna), yakni Islam, misalnya program koperasi simpan pinjam untuk anggotanya.
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Saran dalam penelitian ini adalah (1) Adaptasi sosial komunitas Muna perlu digali lebih mendalam,
khususnya motivasi utama mereka bermigrasi ke Kota Bitung; (2) Perlu kajian aspek historsi migrasi
komunitas Muna di Kota Bitung; dan (3) sPerlu kajian yang lebih komprehensif tentang keberadaan
komunitas Muna di Kota Bitung, baik dari segi bahasa, budaya, ekonomi, maupun politik.
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